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ABSTRAK

Sesuai dengan permasalahan yang disinyalir melekat dalam birokrat
rendahnya kapasitas inovasi dan kreatif, selama ini birokrat dianggap tidak
mempunyai peluang dan kemampuan untuk cepat tanggap terhdap perubahan
permasalahan sosial yang harus dipecahkan, dalam posisi ini peran birokrat
sangatlah jauh dari nuansa sebagai pelayan masyarakat, mereka lebih menunjukan
semangat bergantung ke atas dari pada berakar ke bawa, tidak jauh berbeda
dengan kontroversi yang dikemukakan di atas, lemahnya kapasitas birokrat
pemerintah tersebut, terjadi ketidakpercayaan publik yang sangat besar terhadap
pemerintah karena kondisi pemerintah sekarangpun juga sedang kembang kempis
mencari dana untuk keperluan dan kepentingan mereka sebagai jalan
melanggengkan kekuasaanya, bagaimana mau menyelengarakan pemerintahan
dengan baik manakala kondisi politis masih sangat kacau dan selalu berpihak
pada penguasa. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti
dengan judul Kapasitas Birokrat Lokal Di Dalam Pemerintahan Yang Sentralistik
di MUNICIPIO MANUFAHI TIMOR LESTE. yang menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kapasitas Birokrat Lokal di dalam
Pemerintahan Yang Sentralistik.

Penelitian ini mengunakan metode deskriptif kualitatif, dan objek
penelitian dalam penelitian ini adalah Kapasitas Birokrat Pemerintah Lokal
MUNICIPIO MANUFAHI, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini mengunakan teknik, observasi wawancara dan dokumentasi,
sedangkan teknik analisis data mengunakan teknik pengumpulan data, penilaian
data dan interpretasi data, informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang,
terdiri dari administrator, birokrat, karangtaruna, Ngo, veteran, dan tokoh
masyarakat.

Dari hasil penelitian tentang kapasitas birokrat lokal di dalam pemerintahan
yang sentralistik di pemerintah lokal MUNICIPIO MANUFAHI TIMOR LESTE,
perlu meningkatkan kapasitas birokrat untuk mendapatkan suatu pemahaman yang
cukup tentang administrasi pemerintahan supaya bisa memahami tugas dan
fungsinya secara benar, dalam rangka memprioritaskan kebutuhan masyarakat,
pelayanan dan pembangunan, dan memiliki komitmen yang kuat untuk
meningkatkan efektif dan efisiensi pemerintah dalam menyelesaikan masalah
publik sekaligus mampu menekan interes personal, memcerminkan kemampuan
untuk merumuskan masalah dan menawarkan solusi yang dapat memecahkan
masalah tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan
organisasi pemerintah.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Selama konflik horizontal atau perang saudara yang telah terjadi di Timor
Leste menimbulkan perpecahan antara masyarakat yang memiliki pandangan
politik atau ideologi yang berbeda-beda antara partai-partai politik pada masa
itu. Ada beberapa partai politik seperti Udt, Apodeti yang ingin integrasi ke
negara lain, namun pada saat itu Fretilin merupakan partai politik yang
didukung oleh mayoritas masyarakat Timor Leste menolak untuk integrasi
(penyatuan). Salah satunya adalah perbedaan kultur/budaya menjadi prinsip
dasar masyarakat Timor Leste tidak ingin integrasi dengan negara lain.

Fretilin merupakan partai politik yang mempertahankan ideologinya.
Fretilin ingin merdeka dan ingin membentuk sebuah negara yang berdaulat dan
telah mendapatkan dukungan mayoritas secara penuh dari masyarakat pada
saat itu. Oleh karena itu pada tanggal 28 November 1975 adalah hari
bersejaran bagi masyarakat Timor Leste walaupun dalam masa transisi
kemerdekaan (antara pro dan kontra) tetapi dengan kekuatan partai Fretilin
pada saat itu. Fretilin memproklamasikan kemerdekaan menjadi sebuah Negara
Republik Demokratik Timor Leste. Proklamasi kemerdekaan itu membentuk
suatu pemerintah yang mengunakan sistem semi presidensial yang dipimpin
oleh Presiden dan Perdana Menteri.

Sejarahnya paska proklamasi kemerdekaan pada tanggal 28 november 1975
masih terdapat pro dan kontra antara elit politik dan dalam kubu militarisme.

dinamika politik yang terus bergejolak baik di internal maupun esternal, telah



menjadi suatu perhatian di pihak luar. Dengan ideologi yang digunakan Fretilin
adalah paham marxisme, seperti yang diklaim oleh Amerika Serikat.

Masa penjajahan telah melahirkan budaya dan nilai lain oleh pemerintah
kolonial. Hal ini kemudian menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) atau
kecurigaan, keinginan untuk mempertahankan kekuasaan membuat pemerintah
kolonial mengembangkan distrust di dalam maupun di luar pemerintah.
Sehingga menimbulkan konflik horizontal berkepanjangan. Konflik yang telah
terjadi, membuat masyarakat menyikapi perbedaan pandangan politik atau
paham yang telah lama lahir di lingkungan masyarakat, yang meyakinkan
proklamasi kemerdekaan pada waktu itu. Sistem politik yang dilakukan
kolonial sering menimbulkan konflik ideologi yang merupakan akibat adanya
perbedaan paham politik diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang,
dimana perbedaan paham politik yang dijadikan pedoman dalam mencapai
suatu kekuasaan dalam masyarakat.

Setelah diakui oleh masyarakat Internasional atau Perserikatan Bangsa-
Bangsa ( PBB ) pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Leste melakukan restaurasi
kemerdekaan menjadi sebuah negara yang berdaulat, yang memiliki Konstitusi
Tahun 2002.

Konstitusi Tahun 2002 Prinsip Dasar Negara Pasal 1 (Republik) ayat 1
mengatakan bahwa Negara Republik Demokratik Timor Leste adalah negara
demokratik hak kedaulatan negara merdeka dan bersatu berdasarkan kehendak

rakyat dan menhormati martabat manusia.



Konstitusi Pasal 6 Tujuan Negara Tahun 2002 mengatakan:

a) Untuk mempertahankan dan menjamin kedaulatan negara

b) Jaminan dan mempromosikan hak-hak dasar dan kebebasan warga negara
dan menghormati prinsip-prinsip negara hukum yang demokratik.

¢) Untuk mempertahankan dan menjamin demokrasi politik dan partisipasi
rakyat dalam resolusi masalah nasional.

d) Memastikan pembangunan ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

e) Untuk mempromosikan pembangunan masyarakat berdasarkan keadilan
sosial, menciptakan kesejahteraan material dan spiritual warga.

f) Untuk melindungi lingkungan dan melestarikan sumber daya alam

g) Untuk menegaskan dan menghargai kepribadian dan warisan budaya
rakyat Timor Leste

h) Untuk mempromosikan pembentukan dan pengembangan hubungan
persahabatan dan kerja sama di antara semua bangsa dan negara.

i) Untuk mempromosikan pembangunan yang harmonis dan terpadu dari
sektor dan wilayah dan adil distribusi produk nasional,

J) Untuk mempromosikan dan menjamin kesetaraan yang efektif antara

perempuan dan laki-laki



Berdasarkan Konstitusi Pasal 1 dan Pasal 6 Tahun 2002 secara jelas
kedaulautan dan kemerdekaan negara Timor Leste tidak dapat digangu gugat
lagi baik oleh internal maupun esternal. Sebagai negara yang berdaulat yang
mempunyai aturan hukum dalam konteks sistem pemerintah semi presidensial.
Sebagai negara yang baru merdeka urusan sistem politik baik dalam negeri
maupun luar negeri dan hubungan bilateral maupun multilateral berjalan sangat
baik. Sistem politik yang dijalankan dalam roda pemerintahan semuanya
diperuntukan demi kesejahteraan masyarakat.

Selama kurang waktu satu dasawarsa lebih ( 14 tahun) kemerdekaan
negara Timor Leste dalam praktik penyelenggaraan pemerintah bersifat
sentralistik, dapat dikatakan bahwa mempertahankan status quo pada sistem
pemerintah yang dulu pada tahun 1975. Sentralistik yang dijalankan oleh
pemerintah semenjak awal sampai dengan saat ini telah mampu membawa
pemerintah dalam kedaulatan politik. Sistem Pemerintahan yang bersifat
sentralistik diterapkan secara struktural birokrat mulai dari tingkat pusat
sampai pada tingkat desa. Secara realitas dengan sistem sentralistik yang
diterapkan ini secara nyata pemerintah lokal sangat mengalami ketergantungan
pada pemerintah sentral (pusat). Sehingga dalam menjalankan pemerintah baik
pembangunan, dan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat masih
tergantung pada pusat.

Negara dalam menjalankan otoritasnya dengan sistem sentralistik
memperkuat posisi intervensinya terhadap pemerintahan lokal. Sehingga
pemerintah lokal tidak bisa buat apa-apa hanya menunggu perintah dari atas

lazim di bahasakan di Timor Leste “hein manda husi leten”.



Kekuasaan yang secara terpusat maka semua urusan pemerintahan
termasuk wewenangnya dijalankan pemerintah pusat, pemerintahan lokal
hanya berperan sebagai pelaksana operasional saja karena kebijakan yang
dilakukan secara terpusat.

Pada umumnya semua bentuk pemerintahan sifat yang sama, yaitu
kewenangan untuk membuat hukum atau peraturan, serta kekuasaan untuk
memaksa semua pilar agar mentaati hukum dan peraturan tersebut. demikian
pula tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan sentralistik dipengaruhi oleh
tata nilai yang dianut berupa cita-cita tujuan bernegara, atau Konstitusi Negara
yang telah mengatur sistem dan kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat,
serta perkembangan lingkungan stratejik yang dihadapi baik dalam tataran
nasional maupun internasional, untuk menjaga suatu sistem ketertiban umum di
dalam mana warga masyarakat dapat menjalankan kehidupanya secara wajar,
pada hakekatnya adalah pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu Permasalahan yang dialami oleh pemerintahan saat ini adalah
ketidakmampuan birokrat pemerintah lokal dalam mengatasi berbagai masalah
yang dialami oleh masyarakat, baik pelayanan publik maupun pembangunan
membuat pemerintah tidak efisien dan efektif.

Pertama program (proyek) pembangunan sarana prasarana maupun
pelayanan yang dijalankan di lokal tidak kena sasaran pada masyarakat, karena
perumusan kebijakan secara terpusat, adanya kooptasi dan koorporasi dari
pemerintah pusat menentukan jabatan-jabatan birokrat lokal bukan berdasarkan
kemampuan yang dimiliki tetapi intervensi politik yang terlalu besar dari atas

ke bawa, oleh karena itu indikasi birokrat dalam menjalankan tugas tidak



efektif efisien, tidak tangung jawab dan responsif, Sementara masyarakat lokal
sendiri adalah penonton yang menyaksikan serangkaian atraksi para politisi di
atas panggung kekuasaan.

Kedua pelayanan umum dari birokrat pemerintahan tidak efektif pelayanan
pada masyarakat seperti urus kartu tanda penduduk atau dokumen lainnya,
faktor penyebabnya adalah  karena kurangnya fasilitas umum seperti
infrastruktur atau sarana prasarana, dan intervensi yang terlalu besar dari
pusat menciptakan dinamika politik dalam birokrat lokal cenderung melayani
penguasa dari pada melayani masyarakat.

Ketiga kemampuan sumber daya manusia yang tidak mendukung bisa
melihat dari kualitas birokrat lokal, secara kualitas birokrat lokal belum mampu
dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di pemerintah
lokal, karena kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah, hal ini ditandai
dengan ketidakmampuan pegawai birokrat memberikan solusi kepada
konsumen (masyarakat) sehingga dikenal pegawai birokrasi mengambil
tindakan yang disebut dengan tindakan diskresi.

Keempat budaya ketergantugan (dependency culture) masyarakat lokal
terlalu besar pada pemerintahan (negara) budaya yang muncul sebagai akibat
dari ketentuan-ketentuan tentang jaminan kesejateraan, yang secara efektif
membebaskan seluruh kebutuhan kelas populasi untuk bekerja dan mendorong
sikap ketergantungan kepada lembaga-lembaga negara, istilah ini biasanya
dimaksudkan dalam makna yang buruk, rasa tanggungjawab terhadap
kehidupan mereka sendiri menjadi mati, berkurannya inisiatif masyarakat dan

keberanian mengambil resiko dan proses normal untuk membangun sebuah



rumah dan keluarga diabaikan karena kesenangan yang murah dan mudah
diperoleh.

Kelima dominasi dan intervensi golongan atau kelompok kepentingan
tertentu telah membutakan birokrat untuk selalu menomorsatukan pelayanan
publik banyak kejadian yang meletakan kepentingan golongan atau kelompok
lebih didahulukan dari pada kepentingan negara ini. Alhasil pelayanan yang
lama disertai dengan berbagai pungutan liar.

Kapasitas birokrat pemerintah lokal sebagai faktor kunci terhadap proses
perubahan yang meliputi segenap aspek baik itu sosial budaya, politik,
ekonomi, dan manejamen organisasi, birokrat menjadi penentu utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan maupun pembangunan yang
hakekat sesungguhnya adalah untuk melayani kebutuhan dan kepentingan
masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai tujuan mulia dari birokrasi, diperlukan
kiranya birokrat pemerintah lokal yang handal dan cetakan dalam menangkap
kebutuhan jaman yang semakin kompleks dewasa ini, birokrat lokal yang
mempunyai kejujuran, bisa menjadi suri tauladan bagi publik, memiliki
kesadaran dan ketulusan untuk mengabdi dan membela kepentingan publik,
memiliki kapasitas intelektual, keterampilan, dan penguasaan teknologi,
Sejumblah tuntutan kemampuan tersebut merupakan kebutuhan dalam sumber

daya manusia (SDM) birokrat pemerintah di tingkat lokal.



Birokrat lokal harus memiliki kemampuan sumber daya manusia yang
berkualitas, daerah akan membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang
beragam sesuai dengan potensi sumber daya alamnya, dapat menjadi pusat
keunggulan apabila birokrat mampu memberikan nilai tambah terhadap
kegiatan sosial ekonomi masyarakat, keberadaan birokrat publik harus dapat
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dengan kemampuan yang dimiliki.

Birokrat pemerintah  merupakan unjuk tombak baik dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, maupun pembangunan, dilihat dari peran
dan fungsi yang dilakukan tersebut. Birokrat dituntut dapat menjadi sosok
lembaga yang akomodatif dan responsif terhadap tuntutan lokal maupun
global, bertolak dari kenyataan ini maka efisiensi, produktivitas dan Kkinerja
birokrat secara keseluruhan menjadi komponen vital dan mendesak untuk

diperjuangkan.
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